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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya,
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/
10/2009 berikut petunjuk pelaksanaannya yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009.

Peraturan tersebut memuat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak-pihak
yang akan menerapkan jabatan Penyuluh Perikanan di lingkungan masing-masing,
yaitu : Tugas Penyuluh Perikanan, Jenjang jabatan/kepangkatan Penyuluh Perikanan,
Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Prosedur Pengangkatan,
Perpindahan Dari Jabatan Lain, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Dan
Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Penyuluh Perikanan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari Penyuluh Perikanan Tingkat
Terampil dan Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli dengan jenjang jabatan/pangkat
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a
sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d untuk tingkat terampil dan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh
Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e untuk tingkat ahli.

Dengan penetapan peraturan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
tugas-tugas di bidang perikanan, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
tugas-tugas di bidang perikanan yang selama ini pembinaan kariernya diatur dalam
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dapat di inpassing atau
disesuaikan ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan.

Peraturan tersebut kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
khususnya pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi dan Penyuluh
Perikanan yang bersangkutan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam
pembinaan karier Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan diterbitkannya peraturan ini, kiranya dapat membantu
penyebarannya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2009

/Dfm.g_gabatan Karier
(g:%%n@egawaian Negara,
? b
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PERATURAN BERSAMA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a.

1.

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/
10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan
Angka Kreditnya, maka dalam rangka tertib administrasi
dalam pelaksanaannya perlu Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

-Fungsional Penyutuh Perikanan dan Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
443);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesaia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4660);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloilaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pember-hentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



11,

12.

13.
14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192), '

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2008;




Menetapkan

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA

'KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab - dan wewenang untuk
penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang;

2. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional

Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja
tertentu;

3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh
Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin iimu pengetahuan, metodologi dan
teknik analisis tertentu;

4, Penyuluhan perikanan adalah proses - pembelajaran bagi
pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan
sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Kegiatan Penyuluh  Perikanan  meliputi pendidikan,
penyuluhan  perikanan,  pengembangan penyuluhan,



10.

11.

12.

13.

14,

pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan
perikanan;

Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan,
pembudidaya ikan, dan pengolah ikan;

Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia
atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia
yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha
perikanan dari hulu sampai hilir;

Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah
dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan penyuluhan perikanan;

Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan
terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi
penyuluhan;

Forum Komunikasi Penyuluhan Perikanan adalah wadah
komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka
meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
penyelenggaraan penyuluhan;

Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah
suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya
penyuluhan perikanan di berbagai tingkat berdasarkan
prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara
Pelaku Utama/Pelaku Usaha dengan pemerintah dan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka
mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan
program pembangunan perikanan;

Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan
pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat
pengendali pencapaian tujuan;

Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah’ jadwal kegiatan
yang disusun oleh para Penyuluh Perikarian Terampil dan
Penyuluh Perikanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan
perikanan setémpat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu
disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan
pelaku usaha;

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan
atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai



15.

16.

17.

18.

19.

20.

oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan Kkarier
yang bersangkutan;

Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah
tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh
Perikanan;

Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan/atau hasil kajian/penelitian yang disusun
oleh kelompok dan/atau perorangan yang membahas suatu
pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu
melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan
saran-saran pemecahannya;

Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing
atau  organisasi ilmiah  nasional/internasional  yang
mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat iimiah;

Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang
perikanan dan etika profesi di bidang penyuluhan perikanan;

Standar Kompetensi adalah standar kemampuan vyang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap
kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat
jabatan; serta

Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas
penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan
tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan
yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Bahan penilaian angka kredit .Penyuluh Perikanan

disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat
struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat
fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.




(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit Penyuluh Perikanan menyampaikan usul penetapan
angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit.

(3)

4

Usul penetapan ahgk’-a-kredit untuk:

a.

Penyuluh Périka:nan Terampil dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A
sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini;

Penyuluh Perikanan Ahii dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana - tersebut dalam {ampiran II-A sampai
dengan Lampiran II-D Peraturan Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan
harus dilampiri dengan:

a.

surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampi'ran_III Peraturan Bersama ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan
penyuluhan -Perikanan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana - tersebut pada Lampiran IV Peraturan
Bersama ini; . . -

surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan
penyuluhan perikanan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V
Peraturan Bersama ini;

surat pernygtaan"_‘melakukan kegiatan evaluasi dan
pelaporan “penyuluhan perikanan dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran

. VI Peraturan Bersama ini;

surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
penyuluhan perikanan dibuat  menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII
Peraturan Bersama ini

'sura,t pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini;

‘surat peryataan melakukan kegiatan penunjang

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
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(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penyuluh Perikanan harus
dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian
kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/
10/2008.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

(1) Penetapan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan
Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

C. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;

d. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BPSDMKP) ;dan

e. Pejabat lain yang dipandang periu.

Pasal S

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Penyuluh Perikanan wajib mencatat dan menginventarisasi semua
kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan
angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.



{3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap
Penyuluh Perikanan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali
dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Penyuluh
Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam
setahun dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang
bersangkutan;

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/
2008, harus membuat spesimen tanda tangan dan
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga
tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang
secara fungsional bertanggungjawab di bidang penyuluhan
“perikanan setelah mendapatkan delegasi atau kyasa dari pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit. ' ‘
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BAB III
TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai
adalah sebagai berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Penyuluh Perikanan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang
berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung
bertanggungjawab di bidang penyuluhan perikanan, unsur
kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

C. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(6) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi,
maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain
yang mempunyai kompetensi dalam penifaian prestasi kerja
Penyuluh Perikanan.

(7) Tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan.
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Pasal 9

(i) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu
Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan angka
kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh
Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e di lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi
penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan
Perikanan bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula
sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia serta
Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh
Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a
di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah;

a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu
Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan angka kredit
Penyuluh Perikanan Pelaksana. Pemula sampai dengan
Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan
Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi; '

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang . diberikan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. '
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4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. melakukan penilaian angka kredit dalam- membantu
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan angka
kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai
dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan bagi Penyuluh
Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian
angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai
Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. |
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(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab
kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada
saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana.dimaksud dalam
Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

€. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula
sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh
Perikanan Pertama sampal dengan Penyuluh Perikanan
Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
instansi masing-masing.

(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan Madya menjadi

~ Penyuluh Perikanan Utama ditetapkan oleh Presiden setelah

mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

. Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan
menjadi Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d disamping memenuhi angka
kredit kumulatif yang ditentukan wajib mempresentasikan
karya tulis ilmiah. |
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah

(1)

(2)

)

)

ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan
instansi pembina.

Pasal 15

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. . setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir,

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan

ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan

Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan:

a. - Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur
Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda
Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi
Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang I1I/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat 1 golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan
Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara. :

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki  jabatan:
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(6)
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a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I
golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh
Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
II1/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan

~ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan
Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan:

a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda
- Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi
Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang II/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan
Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang II1/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaiah
Negara yang bersangkutan. '

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Penyuluh Perikanan Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang IIlI/d untuk menjadi Penyuluh
Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai
dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh
Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
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Pasal 16

Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dalam jenjang jabatan
vang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan

jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Penyuluh Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 17

Penyuluh Perikanan yang telah mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun
pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada

' tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling

()

(3

4

kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari tugas pokok Penyuluh Perikanan.

Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang IIl/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok.

Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit
dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan Madya yang akah naik
pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampal
dehgan penyuluh Perikanan Utama pangkat pembina utama
golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12
(dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
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BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN
SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan harus
memenuhi syarat :

a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang
kelautan dan perikanan;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

i Pasal 18

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan fungsional Penyuluh Perikanan keahlian harus memenuhi
syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma 1V di bidang
perikanan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Iil/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi' lowongan
formasi jabatan fungsional = Penyuluh Perikanan melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. :

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional
Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan ayat (2) huruf a, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
harus mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan.
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(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional
Penyuluh Perikanan.

(6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh
Perikanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan
sesuai ketentuan sebagai berikut: ,

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/
10/2008 memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan
paling kurang 2 (dua) tahun;

b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang
penyuluhan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;
dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3)
paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan fungsional Penyuluh
Perikanan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh
dari unsur utama dan unsur penunjang.

(3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka
kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan
tugas di bidang penyuluhan perikanan sejak yang bersangkutan
diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik
lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas
pokok jabatan fungsional Penyuluh Perikanan.

(4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan fungsional Penyuluh Perikanan menggunakan contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan
Bersama ini.
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Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 20

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh
Perikanan Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Perikanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang
jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat
yang dimiliki.

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda
golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia
pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Penyuluh Perikanan
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang IIl/a sampai
dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai
denga Penyuluh Perikanan Utama dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang
pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

I5enyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang IIT/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok.
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Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit
dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pembebasan sementara bagi Penyuluh Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit
paling lambat 6 (enam) bulan sebefum batas waktu pembebasan
sementara  diberlakukan dengan  menggunakan  contoh
sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Penyuluh
Perikanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuiuh
Perikanan;

d.cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan
keempat dan seterusnya; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) huruf a

yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokok penyuluhan
perikanan dan dinilai serta ditetapkan angka kredit.

Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Penyuluh

Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/19/M.PAN/10/2008, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Penyuiuh Perikanan apabila dalam waktu kurang dari 1
(satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.

Penyuluh Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih
rendah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan setelah masa
berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

Penyuluh Perikanan vyang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Penyuluh Perikanan, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah
atau dijatuhi hukuman percobaan.

Penyuluh Perikanan vyang dibebaskan sementara karena
ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuluh
Perikanan, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh
Perikanan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan
Penyuluh Perikanan apabila telah selesai menjalani tugas belajar
paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara. karena cuti di
juar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, serta dapat diangkat kembali dalam. jabatan Penyuluh
Perikanan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun.

Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh
Perikanan dibuat menurut contoh fomulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.



22

Pasal 22

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah
diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan
berakhir,

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jabatannya
ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat
ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak
menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

(1) Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya, karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman
disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan.

(2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Perikanan
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PERPINDAHAN JENJANG PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL
KE DALAM PENYULUH PERIKANAN AHLI
(ALIH TINGKAT)

Pasal 25

(1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana
(S1)/Diploma 1V dibidang perikanan dapat diangkat dalam jabatan
Penyuluh Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
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a. tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;

c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat dari
jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan
Ahli; dan

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh
Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh
lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan,
tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit
ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan
tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
lampiran XVII.

(4) Alih tingkat Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan

Ahli untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda
golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan
Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang
akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang IIl/a
dapat ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan
ditetapkan dalam jenjang jabatan Penyuluh Perikanan Pertama.

BAB VII .
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 26

(1) Pegawal Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menten

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/
10/2008 telah dan masih melakukan tugas di bidang penyuluhan
perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat
diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan melalui
penyesuaian/inpassing dengan ketentuan:
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a. Untuk Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:

1. paling rendah berijazah SLTA,;

2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
dan

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

b. Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:

1. paling rendah berijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV dibidang
Perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan;

2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/a;
dan

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan Lampiran X
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/19/M.PAN/10/2008.

(3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

(4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaiah/inpéssi_ng
sebagaimana dimaksud Lampiran IX atau Lampiran X Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/10/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah,
yaitu:

a. masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun
masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar
perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
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b. masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai
dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu)
tahun, sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

c. masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua)
tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

d. masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai
dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3
(tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

e. masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih
masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar
perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.

Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka
kredit Penyuluh Perikanan, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyuluh Perikanan
yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam
Lamptran XVIII Peraturan Bersama ini.

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memperhitungkan formasi Penyuluh Perikanan yang tersedia.

Pasal 27

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh
Perikanan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapka'n
mulai tanggal 1 Juni 2009 dan harus selesai ditetapkan paling
akhir tanggal 31 Mei 2010 dengan ketentuan berlakunya surat
keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu)
bulan berikutnya dari tanggal penetapan. .

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum
disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan
pangkat terakhir.
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(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2010
kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan sudah ditetapkan dengan
angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan
tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain
maupun jabatan struktural.

Pasal 29

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh
Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan selaku Instansi
Pembina jabatan Penyuluh Perikanan melaksanakan sosialisasi dan
fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh
Perikanan.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Perikanan secara
profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kelautan dan
Perikanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional
Penyuluh Perikanan;

o

. penetapan pedoman formasi jabatan Penyuluh Perikanan;

penetapan standar kompetensi Penyuluh Perikanan;

a o0

. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;

. pengusulan batas usia pensiun jabatan Penyuluh Perikanan;

R 1]

sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur .
Negara tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan
- Angka Kreditnya, serta petunjuk pelaksanaannya;



27

g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis fungsional bagi Penyuluh Perikanan;

'h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
bagi Penyuluh Perikanan;

i. pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Perikanan;
j- fasilitasi pelaksanaan jabatan Penyuluh Perikanan;
k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Perikanan;

I fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh
Perikanan; dan

m.monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh Perikanan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah
memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa
kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya
setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan
pangkat berikutnya apabila telah mengumpulkan angka kredit paling
kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat iebih tinggi yang berasal dari kegiatan
tugas pokok.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
'PER/19/M.PAN/10/2008 masih melaksanakan kegiatan di bidang
penyuluhan perikanan dan berstatus Penyuluh _Pertahian bidang
perikanan dapat diinpassing kedalam jabatan Penyuluh Perikanan.
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Pasal 32

Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan
Penyuluh Pertanian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan
Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kejautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 34

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya sebagai-
mana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

KEPALA MENTERI

JFREDDY NUMBERI




CONTOH : LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKAMAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR . PB. D1/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL  : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA
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Nomor:
INSTANST @ oo, MASA PENILAIAN :
Bulan ....

NO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama 7 B
2. |NIP

3. ] Nomor Seri Kartu Pegawai

4, | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9. | Masa Kerja golongan baru

10. | Unit Kerja

_UNSUR YANG 0
NO : T
UNSUR, SuB UNSUK D‘A‘N"BU‘_I’]_R KEGIATAN
1
I |UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dengan mempe'roleh ijazah/gelar

1. Sarjana/D.1V dibidang Perikanan

2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

3. D.II dibidang Perikanan

4. SUPM/SMK Perikanan

B. |Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat

Mengikuti dikiat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lar_nanya 161-480 jam

1,
2.
3. Lamanya 481-640 jam
4.
5.

Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

C. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoieh STTPP

Prajabatan golongan {1

JUMLAH




.NQ.

 ANGKA KREDIT MENURUT

" UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

PENYULUHAN PERIKANAN

. {Persiapan

1. 11dentifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

a. {Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah,
ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan

1) Primer

- Tingkat Kesulitan Rendah

2) Sekunder

- Tingkat Kesulitan Rendah

b. |[Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja
penyuluhan

- Tingkat Kesulitan Rendah

¢. |Membuat data monografi wilayah binaan

d. [Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku
utama perikanan

2. |Perencanaan penyu]uhan perikanan

a. |Menyusun pregrama Penyuluhan Perikanan

1) {Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan

2) |Membahas konsep programa penyuluhan perikanan

Kecamatan

- sebagai peserta

b. [Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha

Pelaksanaan

1, [Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

a. [Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

1. |Media cetak

a) Folder

b) Flipchart/peta singkap

©) Kartu Kilat/Flier

2. |Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

2. |Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha

1) Perseorangan/anjangsana

2) Kelompok

b. |Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):’

1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

- Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)

2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaky usaha

- Tingkat Desa/UKL

3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

- Tingkat Desa/UKL

4) Temu karya bagi pelaku utama dén pefaku usaha

~ Tingkat Desa/UKL
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5) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama
dan pelaku usaha

- Tingkat Desa/UKL

¢. |Menjadi intermedier pada kegiatan :

1) Temu lapang

- Tingkat Desa/UKL

2) Temu wicara

- Tingkat Desa/UKL

3) Mimbar sarasehan

- Tingkat Desa/UKL

d. |Melaksanakan dan mendampingi kegiatan
widyakarya/widyawisata

e. [Menyusun materi/moduf kursus bagi pelaku utama

f. IMenjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

g. {Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan
perikanan

h. |Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah
ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana
perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan
lingkungan}

i. |Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

3. {Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan
pelaku usaha bidang perikanan

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta

C. ]Evaluasi dan Pelaporan

1, |Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan perikanan

a. iKabupaten/kota

- sebagai peserta

b. [Kecamatan

- sebagai peserta

2. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan
perikanan

a. Kabupaten/kota

| - sebagai peserta

b. Kecamatan

| - sebagai peserta

3. |PENGEMBANGAN PROFESI

A. |Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

1. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
terbitkan dan diedarkan oleh DKP
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VSURYANGDINILAL -

- ANGKA KREDIT MENURUT

TIM PENILAI
' -I; CLBARL | . JUMLAH: -
T

3. Menyuéuﬁ kérya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

4. |Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil
tinjavan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapt
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. |Menyusun makalah berupa tinjavan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan limiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapl didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalzh

7. {Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melaiui media massa

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan

1. |Dipublikastkan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara
nasional

2. |Didokumentasikan dalam bentuk buku (kfiping)

3. |Didekumentasikan dalam bentuk majalah iimiah yang diakui oleh
instansi berwenang

4. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

5. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

JUMLAH UNSUR UTAMA (1S/D 3)

UNSUR PENUNJANG

4. [PENUNJANG PENYULUHAN

A. |Pengajar/pefatih dalam bidang perikanan

1. Pengajar/pelatihjinstruktur pada diklat perikanan

2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

B. |peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

1. [Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pernbahas/Moderator

¢} Sebagai Peserta

2. |Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

3. [Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagal Narasumber/Pemrasaran

b) Sébagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta

€. |Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan

1. |Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

2. |Sebagai Anggota Tim Penilai
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NO

~ UNSUR YANG DINKAL

ANGKA XREDIT MENURYT - . -

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTTR KEG

Penghargaan/tanda jasa

1

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

c) 30 tahun

Keanggotaan dalam arganisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi

3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1. Sarjana/D.IV

2. Sarjana Muda/D.IT}

JUMLAH UNSUR PENUNJANG




—

Butir Keglatan jenjang jabatan di atas/di bawah

34

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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7% [LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....
2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ...
3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....
4. dan seterusnya
NIP.
1V |Catatan Pejabat Pengusul.: : N
1.
2.
3
4. dan seterusnya
( jabatan )
{(nama pejabat pengusul }
NiP.
V [Catatan Anggota Tim Penilai : o
1. ...
2. ...
3 .
4. danseterusnya pereeenemeresci i
( Nama Penilai I )
NIP,
(Nama Penilai II)
NIP.
VI |Catatan Ketua TimPenilai s
|
2 .
3
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
{Nama )
NIP .
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CONTOH : LAMPIRAN 1-B : PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : PB. 01/MEN/2009
NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL  : 7 MEI 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA
Nomor :
INSTANSI : ocreeee e MASA PENILAIAN :
Bulan ................. sfd Bulan................ Tahun.......
No |  KETERANGAN PERORANGAN '
1. | Nama
2. [NIP
3. | Nomor Seri Kartu Pegawai
4. | Tempat dan Tanggai Lahir
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. | Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT
8. | Masa Kerja golongan lama
9, | Masa Kerja golongan baru
10. | Unit Kerja
NG T { * ANGKA KREDIT MENURUT -
bk UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN -+~ =~ | INSTANSIPENGUSUL | TIM PENILAI
' o S el T T ) LAMAG BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 e e 3 g s R 8

I |UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

3. D.I dibidang Perikanan

4, SUPM/SMK Perikanan

8. [Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
mempercleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat )

Mengikuti dikiat fungsional:

. Lamanya lebih dari 960 jam

. Lamanya 641-960 jam

. Lamanya 481-640 jam

. Lamanya 161-480 jam

. Lamanya 81-160 jam

‘ 6. Lamanya 30-80 jam

C. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

bWl (=

Prajabatan golongan II
JUMLAH




a7

EDIT MENURUT

LAMA | BARU | JUMLAH
75 6 |.72.1 8"

PENYULUHAN PERIKANAN

Perslapan

. lldentifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

a. |Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah,
ekosistem perairan, atau permasalzhan individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan

1) Primer

- Tingkat Kesulitan sedang

2) Sekunder

- Tingkat Kesulitan sedang

b. |Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja
penyuluhan

- Tingkat Kesulitan Sedang

o

Membuat data monografi wilayah binaan

d. |Merekapitulasi rencana kegiatan usaha keiompok pelaku
utama_perikanan

. |Perencanaan penyuluhan pertkanan
a. |Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

1

S

Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

- |Tingkat Kecamatan

Anggota

2) [Membahas konsep programa penyuluhan perikanan

- |Kecamatan

sebagai peserta

b. |Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha

Pelaksanaan

Penyusunan materi dan metede penyutuban perikanan

Media tertayang

klips/serial photo

. |Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

a. [Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku usaha
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran:

1) Perseorangan/anjangsana

2) Kelompok

b. |Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi
perikanan yang direkomendasi

Tingkat Sederhana

C

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1)|Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan .

2) | Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

3)|Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Desa/UKL

4) |Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Kecamatan
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UNSUR YANG DINILAI - )
g e e T ' ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN { " INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAIL
PRI i R [1ama | Baru [ oumian | tama [ earu [ oumian
it e R ‘ A T z 8
e. |Menjadi intermedier pada kegiatan : :
1) [Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Kecamatan
2) | Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Desa/UKL
3) [Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Desa/UKL
4) [Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Desa/UKL
S) [Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha
Tingkat Kecamatan
f. |Melaksanakan dan mendampingi kegiatan
widyakarya/widyawisata
. {Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama [

. |Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

. |Melaksanakan kegiatan gelar teknoiogi perikanan

et et =2 L0

. tMelaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan
dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan
umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)

. {Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku

utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

. |[Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku

usaha bidang perikanan

Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku
utama perikanan

Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku
utama dan / atau pelaku usaha

b

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta

Evaluasi dan Pelaporan

1.

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan

a. |Kabupaten/kota

sebagai peserta

b. {Kecamatan

1) sebagai penyaiji

2) sebagal anggota

. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak
penyuluhan perikanan

~ Tingkat Kecamatan

. {Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan

perikanan

1) |Kabupaten/kota

sebagai peserta

2) |Kecamatan

sebagai peserta
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" ANGKA KREDIT MENURUT

.+ TIM PENILAT

7.

BARL

JUMLAH
-

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

1. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. {Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
terbitkan dan diedarkan oleh DKP

3. {Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

4, |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. IMenyusun makalah berupa tinjauan atau uiasan ilmiah hasil

tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

gagasan sendiri dalam bldang perikanan yang tidak dipublikasikan

7. |Menyusun tulisan iimiah papuler bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan

1. | Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara
nasional

2. | Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

3. |Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi berwenang

ES

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

bl

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

JUMLAH UNSURUTAMA{1S/D 3}

UNSUR PENUNJANG

4.

(PENUNJANG PENYULUHAN

A

Pengajar/petatih dalam bidang perikanan

1. Pengajar/pelatib/instruktur pada diklat perikanan

2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

. {Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

1. [Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

2. |Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

3. |Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta
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Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh
perikanan

1. |Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Pehilal

2. |Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

1. IPenghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestast kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

2. |Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

¢) 30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesl provinsi/nasional/ internasional

1. Sebagat pengurus dalam organisasi profesi

2. Sebagat anggota dalam organisasi profesi

3. Sebagal pengurus daiam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1. Sarjana/D.IV

2. Sarjana Muda/D.II1L

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak bedu




I {LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

Surat pernyataan telah melakTJkan kegiafan .....
Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....
Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....

s W

dan seterusnya

NIP.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

[Catatan Ang‘géta' TIni-.l?Ee_nl!‘a_i :

4. dan seterusnya

(Nama Penilai II)

NIP.

atan Katua Tim Poniiar s

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP .
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CONTOH ;. LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUI PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN
Nomor :

INSTANST ;e MASA PENILAIAN :

Bulan ....

No}

1. | Nama

2. |NIP

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai

4, | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

8. | Masa Kerja gelongan lama :
9. | Masa Kerja golongan baru

10, | Unit Kerja
Nof

I |UNSUR UTAMA
1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar
1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

3, D.II dibidang Perikanan

4, SUPM/SMK Perikanan

B. |Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan  perikanan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau _sertifikat

Mengikuti diklat fungsional:

1. tamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya 641-960 jam

3. Lamanya 481-640 jam
4
5

. Lamanya 161-480 jam

. Lamanya B1-160 jam
6. Lamanya 30-80 jam
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP
Prajabatan golongan II

JUMLAH

o

S
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" UNSUR, SUB UNSUR DAN 8UTI

2

PENYULUHAN PERIKANAN

' ANGKA KREDIT MENURUT

SEPENGUSUL f ... TIM EENILAi

| BARY

A

Persiapan

1,

Identifikast potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

a. {Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah,
ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelempok,
maupun masyarakat perikanan

Primer

- Tingkat Kesulitan Tinggi

b. |Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanzan

- Tingkat Kesulitan Rendah

c. |{Membuat data monografi wilayah binaan

perikanan

d. {Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama

. | Perencanaan penyuluhan perikanan

a. |Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

1) {Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

- |Tingkat Kecamatan

Ketua

2) {Membahas konsep programa penyuluhan perikanan

a) | Kabupaten/Kota

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai peserta

b} |Kecamatan

sebagai penyaji

b. |Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha

Pel

aksanaan

, |Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

- |Media cetak -

a) Leaflet

b) Poster

c) Booklet

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

a. |Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan
pelaku usaha dilakukan penyuluh kepadz sasaran:

1) Perseorangan/anjangsana

2) Kelompok

b. |Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasit teknologi
. |perikanan yang direkomendasi

- Tingkat Sedang

c. |Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan
spesifik lokasi

Tim (Tingkat Tinggi})

Anggota
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TANGKRA KREDIT MENURDT
ISk - TIM:PENILAL

LAMA | BARU | JUMLAH.

. IMelaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1) |Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

2) |Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Kecamatan

3) |Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

e. |Menjadi intermedier pada kegiatan :

1) |Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

2) |Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

f. |Melaksanakan dan mendampingi keglatan
widyakarya/widyawisata

. [Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama

. |Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama

Menjadi fasilitator kursus bagl pelaku utama

el It = =]

Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku
utama

k. [Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat
nelayan, pembudidaya lkan dan pengolah ikan dan
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum
(kelestarian dan kebersihan lingkungan)

I. {Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku
utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

3. |Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku

usaha bidang perikanan
a. [Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asoslasi pelaku
utama perikanan

Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku
utama dan/atau pelaku usaha

b. |Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama
dan/atau pelaku usaha

c. [Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama
perikanan

d. [Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta

4. |Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan

a. Menyusun proposal kewirausahaan

b. Pendampingan wirausaha

C. {Evaluasl dan Pelaporan

1. |Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuiuhan perlkanan

Kabupaten/kota

sebagal peserta

2. |Evaluasl dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan
pertkanan

a. [Kabupaten/Kota -

sebagai peserta

b. |Kecamatan

sebagai peserta
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T TiIMPENILAT

] BARU | JUMLAH
e

' 3 ’E<varluasir péhyuldhénﬁsb’eéiﬁk 7lokaéi; yéhg‘;’tér'kait-déngén kebijékah
pembangunan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan
spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan
perikanan

3. [PENGEMBANGAN PROFESI

A. |Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

1. |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. (Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
terbitkan dan diedarkan oleh DKP

3. |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
tinjavan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

4. |Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasH
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendirt dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

7. [Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

8. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan

1. |Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional

2. | Didokumentasikan dalam bentuk buku {kliping)

3. {Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi berwenang

4. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

5. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

JUMLAH UNSUR UTAMA {15/D 3)

II. |UNSUR PENUNIJANG

4, IPENUNJANG PENYULUHAN

A. |Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan

1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan

2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

B. {Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

1. [Tingkat Nasionat

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

2. | Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta




. [Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagal Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan

1. |Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

2. |Sebagai Anggata Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

1. |Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

2. |Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

¢) 30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi pravinsi/nasional/ internasional

1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2. Sebagal anggota dalam organisasi profesi

3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesual tugas

1. Sarjana/D.IV

2. Sarjana Muda/D.IIT

JUMLAH UNSUR PENUN3JANG




Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak periu




49

1.

2.
3.
4.

Surat pernyataan telah mefakukan keglatan .
Surat pemyataan telah melakukan keglatan .....

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan ..... .

dan seterusnya

NIP.

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

3

4.

dan seterusnya

{Nama Penilai II)

NIP.

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP .
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CONTOH : . ] LAMPIRAN I-D: PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN. KEPALA BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

NOMOR ¢ PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PENYELIA
: Nomor :

INSTANST & oo snaees MASA PENILAIAN :

Bulan ....ocreveeenneee s/d Bulan.................. Tahun........

Nama

NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penyuiuh Perikanan / TMT :

Masa Kerja golongan lama

el R R E EUR ECR ERl Bl Eol

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

1. Sarjana/D.1V dibidang Perikanan

2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

3. D.II dibidang Perikanan

4, SUPM/SMK Perikanan

B. [Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatihan

(STTPP) atau sertifikat ' :

Mengikuti diklat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

. Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

C. |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoieh STTPP

il Bl Rl Bl e

[Prajabatan golongan Ii

JUMLAH




PENYULUHAN PERIKANAN
A. |Persiapan
1. |Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
a. [Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Sedang

b, [Membuat data monografi wilayah binaan

c. |Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku
utama perikanan
2. |Perencanaan penyuluhan perikanan

a. |Menyusun programa Penyuluhan Perlkanan
‘ 1) [Menyusun konsep programa Penyuiuhan Perikanan
| - |Tingkat Kabupaten/Kota

Anggota
2) [Membahas konsep programa penyuluhan perikanan

- | Provinsl

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai peserta

b. [Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha

B. |Pelaksanaan

1. {Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

a. [Media tertayang

1) |Bahan tayang

2) [Film/video

b. {Media terdengar

- |Na5kah radio

2. |Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

a. |Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan
pelaku usaha:

1) Perseorangan/anjangsana

2) Kelompok

b. [Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik
lokasi sebagai anggota tim

c. |Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi
perikanan yang direkomendasi

. Tingkat Tinggi

d. |Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan
spesifik lokasi .

1) |Perorangan (Tingkat Sederhana)

2) [Tim (Tingkat Tinggi)
- IKetua
€. |Melaksanakan kegiatan {per jenjang wilayah adm):

~—t

Temu usaha bagi petaku utama dan pelaku usaha : .
Tingkat Kabupaten/Kota




52

f. |Menjadi intermedier pada kegiatan :

- |Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

. |Menyusun materi/modul kursus bagi pefaku utama

v

. |Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

i, |Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan
dan menjaga/memeilhara sarana prasarana perikanan dan
umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)

j. |Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku
utama yang berkonsultasi di bidang perlkanan

. |Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku

usaha bidang perikanan

a. [Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku
utama perikanan

Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha
pelaku utama

b. {Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta

¢. [Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan

Evaluasi dan Pelaporan

1.

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan

- |Kabupaten/kota

sebagai penyaiji

. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

a. [Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak
penyuluhan perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota

b. |Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan
perikanan

1) |Kabupaten/Kota

—

sebagai peserta

2) |Kecamatan

sebagai penyaji

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, vang terkalt dengan
kebijakan pembangunan perikanan

Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik
lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan

PENGEMBANGAN PROFESIL

A,

Penyusunan karya tulis/karya ilmiab dibidang perikanan

1.

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

. [Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang

terbitkan dan diedarkan oleh DKP




. |[Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

4. |Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam
bentuk buku

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam
bentuk majalah

7. |Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalul media massa

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan

1. |Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara
nasional

2. | Didokumentasikan dalam bentuk buku (kiiping)

3. |Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi berwenang

4. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

5. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

C. |Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya
dan tutorial profesi

1. {Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutorial profesi

2. [Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutorial profesi

3. |Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

JUMLAH UNSURUTAMA (1S/D 3)

II.

UNSUR PENUNJANG

4. |PENUNJANG PENYULUHAN

A, |Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan

1. Pengajar/pelatihfinstruktur pada diklat perikanan

2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

B. |peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

1. |Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta

2. {Tingkat Provinsi -~

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

3. |Tingkat Kabupaten/Kota

la) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta
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- TIM PENILAL

H | LAMA

BARU

| JUMLAH

[

7

8

Keanggotaan dalam tim penilal jabatan fungsional penyuluh

pe

rikanan

1.

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

nghargaan/tanda jasa

2.
Pe
1.

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

. {Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10tahun

b) 20 tzhun

¢} 30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/
internasional

1,

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

3,

Sebagai pengurus dalam organisas! kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1

Sarjana/D.IV

2.

Sarjana Muda/D.III

JUMLAH UNSUR PENUNJANG




Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasfdi bawah ,
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu




1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....
2. Surat pernyataan telah melakukan keglatan .....
3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....
4

dan seterusnya

NIP.
| IV [Catatan Pejabat Pangusul :
1. ..
2. ...
3
4. dan seterusnya
( jabatan )

(nama pejabat pengusul )
NIP.

¥ |catatan Anggota Tin Penllal

4. danseterusnya e ferr st

NIP,
- (Nama Penilai II )
NIP.
1 ...
2
30

4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP .
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CONTCH : ) . . v LAMPIRAN II-A : PERATURAN BERSAMA i
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN '
JABATAN PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  : PB. D1/MEN/2009
NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PERTAMA
Nomor :

INSTANSL : oo MASA PENILAIAN :

4
9

Nama

NIP ’ :
Nomor Seri Kartu Pegawai :

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

Masa Kerja Golongan Lama

olo|N|lo|n|s|w|m|e

Masa Kerja Golongan Baru
Unit Kerja

...
b

e © ANGKA KREDIT MENURUT
| INSTANSIPENGUSUL |  TIM PENILAI
RU. JUMLAH| LAMA| BARU|JUMLAY

NO

'UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN:

I |UNSUR UTAMA
1. |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh [jazah/gelar

1. Doktor dibidang Perlkanan

2. Pasca Sarjana dibidang Perlkanan

3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

B. |[Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat

Menglkuti diklat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

b ol Bl ad o

Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

C. | Pendidikan dan Pelatitan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

| Prajabatan golongan III

JUMLAH
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ANGKA KREDIT MENURUT

TIM PENILAT

L EAMA | BARU [ JUMLAH

2. |PENYULUHAN PERIKANAN

A. |Persiapan

‘1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

a. |Mengumpulkan datafinformasi Sekunder Tingkat Kesulitan
Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
permasalahan indlvidu, kelompok, maupun masyarakat
perikanan

b. {Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan.

- Tingkat Kesulitan Rendah
c. {Membuat data monografi wilayah binaan

d. |Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama
perikanan

2. |Perencanaan penyuluhan perikanan

a. |Menyusun programa penyuluban Perikanan

- |Membahas programa penyuluhan perikanan, tingkat :

1) Kabupaten / Kota

| sebagai peserta

2} Kecamatan

a) sebagal penyaji

b) sebagal pembahas

¢) sebagai narasumber

d) sebagai peserta

b. {Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha.

B. |Pelaksznaan

1. IPenyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

1) |Media cetak

a) Brosur

b) Poster

¢) Booklet

2) |Media tertayang

a) Bahan tayang

b) Sound Slide

/" Film/Video

d) Naskah TV

3) |Media terdengar

Naskah radio

2. |Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

a. |Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan
pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :
1) |Perseorangan/anjangsana

2) |Kelompok

o, Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi
perikanan yang direkomendasi

iTlngkat Sedang




. |Menjadi intermedier pada keglatan :

1) {Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

2) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

3) {Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

4) [Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

5) {Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kecamatan

&) iMimbar Sarasehan bagl kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Kecamatan

. |{Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama

e, [Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan

Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat
nelayan,pembud| daya ikan dan pengolah ikan dan
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum
(kelestarlan dan kebersihan lingkungan}

Melakukan/melaksanakan penyuiuhan melalul ;

Radio

. |Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku
usaha bidang perikanan

Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiast pelaku
utama perlkanan

Menurmbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku
utama dan/atau pelaku usaha

b.

Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama
dan/atau pelaku usaha

[

Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama
perikanan

d.

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta

. |Pengembangan wirausaha Penyuiuh Perikanan

Pendampingan wirausaha

Evaluasl dan Pelaporan

1,

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perlkanan

- Tingkat Kecamatan

. |Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan

- |Kecamatan

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagal peserta

. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

a.

Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak
penyuluhan perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota
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vol NGKA KREDIT MENURUT

PENILAT

b. {Menganalisis data dan merumuskan konsep hasll evaluasi
dampak penyuluhan perikanan:
Tingkat Kecamatan
¢. |Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan
petikanan
1) |Kabupaten/Kota
sebagal peserta
2) |Kecamatan
a) sebagal penyaiji
b) sebagai pembahas
¢) sebagai peserta
3. (PENGEMBANGAN PROFESI
A. |Penyusunan karya tulis/karya limiah dibidang perikanan

1. |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajlan/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

3. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/uiasan itmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

4. |Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. [Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapl didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didockumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah
7. |Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

B. {Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

1. |Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional

2. |Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

3. |Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi berwenang
4. | Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

5. [ Tidak dipublikasikan datam bentuk majalah

JUMLAH UNSURUTAMA(1S/D3)

IL |UNSUR PENUNJANG

4, |PENUNJANG PENYULUHAN

A. |Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan

1. |Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

2. |Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan
B. |Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

1. |Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

C) Sebagai Peserta




. | Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

. |Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertkanan

1.

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

2.

Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

L

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b} Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

. |Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

by 20 tahun

c) 30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

1.

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2.

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

3

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh Ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1. | Doktor

. |Magister

3.]Sarjana

JUMLAH




Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dl bawah
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak perlu



63 |

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

dan seterusnya

oowm bW

NIP.

[} e —"—t

4. dan seterusnya

.................. frovesavariniennnsinsorsanersret

( jabatan }

(nama pejabat pengusul )

NIP.
1.
2. ..
3
4. dan seterusnya
{ Nama Penilai T )
NIP.
{Nama Penilai II)
NIP.
2.
3 ...

4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP.

.



CONTOH : LAMPIRAN T1-B : PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN - - KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
) NOMOR  : PB. O1/MEN/2009
NOMOR 1 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN MUDA
Nomor :

INSTANSI ; ..o e MASA PENILAIAN :
Bulan ..

.. §/d Bulan.................. Tahun............

1. | Nama

NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

Masa Kerja Golongan Lama

wlo|Njo|wn|s|w|m

Masa Kerja Golongan Baru

10, | Unit Kerja

I |[UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

1. Doktor dibidang Perikanan

2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan

3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

B. {Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
memperolen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional:

1. Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

AphN

Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

C. {Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan golongan I1I

JUMLAH




€5

: M pERTLAT
i LAMA | BARU JUMLAH]
)

2. |PENYULUHAN PERIKANAN
A. |Persiapan
1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
la. {Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Sedang

b. |Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah,

| ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu,
| kelompok, maupun masyarakat

¢. |Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja
penyuluhan :

| Tingkat Kesulitan Sedang

d. |Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku
2. |Perencanaan penyuluhan perikanan

a. |Menyusun programa penyuluhan Perikanan

1) [Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan :
a) [Tingkat Provinsi

Anggota

b) |Tingkat Kabupaten/Kota

Anggota

c) |Tingkat Kecamatan

Ketua

2) [Membahas programa penyuluhan perikanan

a) |Provinsi

sebagai peserta

b) |Kabupaten / Kota

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai pembahas

(3) sebagal narasumber

b. {Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha.

B. |Pelaksanaan

1. |Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan
- {Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :
1) |Media cetak

a) Leaflet

b) Folder

¢) Baliho

2) |Media tertayang

a) Bahan tayang

b) Klips/serial photo

¢) Film/Video

d) Naskah TV

e) Jingle/Iklan layanan masyarakat

f} Biogger

3) {Media terdengar

a) Naskah radio

b) Jingle/Iklan layanan masyarakat
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. "Penerapan mater dan metode penyuiuhan perikanan

a.

Mendisain uji coba lapang paket teknclogi perikanan spesifik
fokasi

- |ITim

Anggota

. |Mengkaiji/menguji teknclogi perikanan yang direkomendasi

- |Tingkat Sederhana

. |Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi

perikanan yang direkomendasi

[Tingkat Tinggi

. |Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan

spesifik lckasi

1) {Tingkat Sedang (Perorangan)

2) |Tingkat Tinggi (Tim)

Anggota

. |[Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

sebagai peserta

. |Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang

direkomendasi :

tingkat sederhana

. |Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

2) |Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

3) |Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

4) | Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

5) |Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku

Tingkat Kabupaten/Kota

6) |Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan
metode/materi penyuuban bagi pelaku utama dan pefaku
usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

Menjadi intermedier pada kegiatan :

1) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

2

~—

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

3) [Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

4} |Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

5) |Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

6) | Temu Pakar Penyufuhan dalam pengembangan
metoade/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku
usaha :

Tingkat Kabupaten/Kota

Mendisain dan membuat display pameran pembangunan

perikanan
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MENURUT
. | TIMPENILAI
Taumian] Lama [ sarulouMLAH]
s | s | 7] 8

e. |Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :
1) [Radio
2) | Televisi
f. |Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku
utama yang berkonsultasi di bidang perikanan
3. jPengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku
usaha bidang perikanan
a. |Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiast
pelaku utama perikanan
Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha
pelaku utama
b. {Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta
¢. {Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi
Tingkat Kabupaten/Kota
| b. |Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta
¢. {Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi
Tingkat Kabupaten/Kota
d. |Melakukan penilatan perlombaan usaha perikanan antar
kelembagaan kelompok/asosiasi
Tingkat Kabupaten/Kota
e. [Mengelola media komunikasi dan infermasi penyuluhan
perikanan
4. |Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan

a. Menyusun proposal kewirausahaan
b. Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha

C. {Evaluasi dan Pelaporan
1. |Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
a. |[Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
- Tingkat Kabupaten/Kota
b. [Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan
1)|Provinsi
sebagai peserta
Kabupaten/Kota
a) sebagai penyaji
b) sebagai pembahas
d) sebagai peserta
3) |Kecamatan
sebagai narasumber
2. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan
a. |Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluast dampak
penyuluhan perikanan

Tingkat Provinsi
b. {Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi
dampak
Tingkat Kabupaten/Kota
c. |Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan
perikanan
1) |Provinsi
sebagai peserta

2

~
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MENURDT

No| —
B _TIM PENILAIL
e _LAMA | BARU[JUMLAH
1 s | 7] 8-

2) |Kabupaten/Kota

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

3

~—

Kecamatan

sebagai narasumber

. |Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan

kebijakan pembangunan perikanan

Mengumpulkan dan mengalah data hasil evaluasi penyuluhan
spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan

perikanan

. |PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan
perikanan

1.

Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah
kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
penyempurnaan

. |Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah

kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
pembaharuan

. |PENGEMBANGAN PROFES!I

A

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

1.

Menyusun karya tulis/karya itmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

. (Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah vang
diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk bukuy

. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasi!

tinjauan/ulasan limiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

. [Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam
bentuk buku

. |[Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam
bentuk majalah

7.

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

1

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara
nasional

2.

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

3.

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi berwenang

. | Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

. {Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah
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' C.- ' -Eimbingén'ﬂagi péh&/ulﬁh' penkanan

dan tutorial profesi

di bawah jenjang jabatannya

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

1. |Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

2. |Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA (1 $/D 4)

I1I1.

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG PENYULUHAN

A. |Pengajar/pelatih dalam bidang pertkanan

3. [Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan

kajian/evaluasi

Menyusun karya tulis/karya ilimiah di bidang perikanan hasli

1. |Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

B. |Peran serta dalam seminar/ioka karya dibidang perikanan

2. |Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

1, |Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

2, |Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagal Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

3. [Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta

C. {Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyulub

1. |Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

2.
D. |Penghargaan/tanda jasa
1. |Penghargaan Tanda Jasa dari :

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

¢) Tingkat Kabupaten/Kota

2. |Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

¢) 30 tabhun

E. |Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ .

1. |Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2. |Sebagai anggota dalam organisasi profesi

w

. |Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

F. |Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas,

. |Doktor

. |Magister = -

Wl Ny -

. |Sarjana

JUMLAH UNSUR PENUNJANG




Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dl bawah

70

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang fidak periu




7

Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

Surat pemyataan melakukan kegiatan .......

Surat pemyataan melaku!gan kegiatan .......

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

L

dan seterusnya

NIP.

.................. Jrretanreseianrtriisaiieanaans

{ jabatan )

(nama pejabat pengusul )

3 ...
4, dan seterusnya

4, dan seterusnya

NIP.

{Nama Penilai 1I )

NIP.

Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN TI-C : PERATURAN BERSAMA
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  : PB. 01/MEN/2009
NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN MADYA
Nomor :

INSTANST : ..ot e MASA PENILAIAN :

Nama
NIP
Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT
Masa Kerja Golongan Lama

LI NI D (W~

Masa Kerja Golongan Baru :

—
e

Unit Kerja

I |UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar
1. Doktor dibidang Perikanan

2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan

3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

B. |Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatthan
(STTPP) atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

C. [Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP
Prajabatan golongan III

JUMLAH

bl Il B T o
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" UNSUR, SUB UNSUR O

Gﬂﬂﬁ?bﬁﬁmmﬂr ‘

TIM PENILAL

MLAH| LAMA | BARU | JUMLAH

N

2

PENYULUHAN PERIKANAN

A. |Persiapan

1.

Identifikasi potens! wilayah, ekosistem peratran, kebutuhan
teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

a. |Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kefornpok, maupun
masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Tinggi

b. {Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja
penyuluhan :

Tingkat Kesulltan Tinggi

¢, |Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku
utama perikanan

d. [Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan

Perencanaan penyuluhan perikanan

a. {Menyusun programa penyuluhan perikanan

1) [Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan

a) Tingkat Nasional

- Anggota

b) Tingkat Provinsi

- Ketua

c) Tingkat Kabupaten/Kota

- Ketua

2) |Membahas programa penyuluhan perikanan

a) Tingkat Nasional

- sebagai peserta

b) Tingkat Provinsi

(1) sebagai penyaji

{2) sebagai pembahas

(3) sebagai narasumber

b. |[Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha.

B. [Pelaksanaan

1.

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

1) |Media tertayang

a) Bahan tayang

b) Film/Video

¢) Naskah TV

d) Blogger

2) [Media terdengar

Naskah radio

. Penerapan mater| dan metode penyuluhan perikanan

a. |Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik
lokasi

1) Perorangan

2) Tim

Ketua

b. [Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendast

Tingkat Sedang
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NO

UNSUR, SUB UNSUR DAR BUTIR KEG

GKA-KREDIT MENURUT -

TIM PENILAT

JUMLAH

C. Mélaksanakan uji cobé Iébarig paket teknblohg'i perikanan T

spesifik lokasi

- ITingkat Tinggi {Tim)

Ketua

d. |Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

sebagai penyaji

e. [Mengevaluasi penerapan teknologl perikanan yang
direkomendasi :

tingkat sedang

f. |Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1) | Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provinsi

2) {Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provins

3) |Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provinsi

4) |Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

- Tingkat Provinsi

5

N

usaha

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku

Tingkat Provinsi

6) | Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan

usaha

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku

Tingkaf Provinsi

9. [Menjadi intermedier pada kegiatan :

1) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku uszha

Tingkat Provinsi

2) [Temu Teknis bagt pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provinsi

3) {Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provinsi

4) |Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Provinsi

5) {Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Provinsi

6) |Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan

usaha

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku

Tingkat Provinsi

h. [Melakukan/ melaksanakan penyuluhan melfaiui :

1) Radio

2) Televisi

. |Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ Kinik

penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha
bidang perikanan

a. [Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta

b. |[Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi

Tingkat Provinsi
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FIM PENILAT

| BARY| JUMLAH
7 8 '

Melakukan penilaiah béﬂoiﬁbaah uéahﬁperikahan ahtar
kelembagaan kelompok/asosiasi

Tingkat Provinsi

d. |Mengelcla media komunikast dan informasi penyuluhan
perikanan

4. |Pengembangan laberatorium/klintk penyuluhan perikanan

- Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan

| C. |Evaluasi dan Pelaporan

1. |Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyutuhan perikanan

| a. |Menylapkan instrumen monitoring dan evaluasl pelaporan
hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

b. |Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Tingkat Provinsi

¢. |Mendiskusikan hasit evaluasl pelaksanaan penyuluhan
perikanan

1) [Nasional

sebagai peserta

2) |Provinsi

a) sebagai penyaji

b) sebagal pembahas

c) sebagai narasumber

3) |Kabupaten/Kota

sebagai narasumber

2. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuiuhan perikanan

a. [Mengumpuikan dan mengolah data bahan evaluast dampak
penyuluhan perikanan

Tingkat Nasional

b. |Menganalisis data dan merumuskan konsep hasll evaiuasi
dampak penyuluhan perikanan

Tingkat Propinsi

c. [Mendiskusikan konsep hasil evaluast dampak penyuluhan
perikanan

1) |Nasional

sebagai peserta

2) |Provinsi

a) sebagai penyaijt

b) sebagai pembahas

c) sebagai narasumber

3) |Kabupaten/Kota

sebagai narasumber

3. jEvaluasi penyuluhan spesifik 1okasi, yang terkait dengan kebijakan
pembangunan perikanan

Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang
tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan

3. [PENGEMBANGAN PROFESI

A. |Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

1. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2. [Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
diterbitkan dan diedarkan oleh DKP
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. |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasit

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

. |Menyusun karya tulis/karya limiah dibidang perikanan hasil

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam hentuk majalah

. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

7.

Menvyusun tulisan iimiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalul media massa

B. [Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

1.

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara
nasional

2.

Didokumentasikan daiam bentuk buku (kliping)

3

Didokurmentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
instanst berwenang

4,

Tidak dipublikaslkan dalam bentuk buku

5.

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

C. |Blmbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan

tutorial profest

1.

Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutortal profest

2.

Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutorial profesi

. |Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuiuh perikanan

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA (15/D 3)

II

UNSUR PENUNJANG

4.

PENUNJANG PENYULUHAN

A. |Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan

1.

Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

2

Mengevaluasi pengajaran/petatihan pada diklat perikanan

B. |Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

L

Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b} Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

. | Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta

. |Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagal Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta
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USUL | = TIMPENILAT
JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH
A .5 6 7 B

Keéhggotéan dalam t|m penif
perikanan

al jabatan fungsional penyuih

1.

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

2

Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

1.

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

c) - Tingkat Kabupaten/Kota

. |Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

¢) 30 tabun

Ke

anggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

1

Sebagal pengurus dalam organisasi profesi

2. |Sebagai anggota dalam organisasi profesi

3. |Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1. |Doktor

2. |Magister

3. |Sarjana

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan jenjang jabatan di atas/di bawah

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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. Surat pernyataan melakukan kegiatan .
. Surat pernyataan melakukan keglatan .......

1
2
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4,
5
6

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
. dan seterusnya

NIP.

4.

dan seterusnya

.................. Jeerrrantersatinnrieannntaennesn

( jabatan )

(nama pejabat pengusul }

NIP.

Catatan Anggots Tim Penial ;.

2.
3.
4,

dan seterusnya

(Nama Penilai 1)

NIP.

4,

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP.




CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN
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LAMPIRAN II-D ; PERATURAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN UTAMA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : PB. 01/MEN/2009

NOMOR  : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 7 MEI 2003

Nomor :
INSTANSI @ .oooviirceecreer e MASA PENILAIAN :
s/d Bulan.................. Tahun............

1. | Nama

2.|INIP

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

8. | Masa Kerja Golongan Lama

9. | Masa Kerja Golongan Baru

10.{ Unit Kerja
o - UNSUR, SUB"UNSU NGUSUL| * TIM PENILAT

: . ik U JUMLAH LAMA| BARUJJUMLAH]

% L . & 4 5 6 7 8

I |{UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN
A. |Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

1. Doktor dibidang Perikanan

2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan

3. Sarjana/D.1V dibidang Perikanan

. JPendidikan  dan pelatihan di bidang penyuluhan  perikanan dan

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

ol &f wf o =

Lamanya 81-160 jam

6. Lamanya 30-80 jam

. {Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan golongan III

JUMLAH




2. |PENYULUHAN PERIKANAN

A. |Persiapan
1. |Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan
teknoiogi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
a. |Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis
] perikanan.
b. |Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kefompok
pelaku utama dan/atau pefaku usaha di bidang perikanan
2. |Perencanaan penyuluhan perikanan
a. |Menyusun programa penyuluhan Perikanan
1) |Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan
- |Tingkat Nasional
Ketua
2) [Membahas programa penyuluhan perikanan
- |Tingkat Nasional
(1) sebagal penyaiji
(2) sebagai pembahas
(3) sebagai narasumber
b. |Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha
B. |Pelaksanaan

1.

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

1) [Media tertayang

a) Bahan tayang

b) Film/Video

¢) Naskah TV

d) Blogger

2) [Media terdengar

Naskah radio

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

a.

Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi

Tingkat Tinggi

Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

1) sebagai pembahas

2) sebagai narasumber

Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang
direkomendasi :

tingkat tinggi

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Nasional

2) [Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Nasional

3) [Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Nasional

4) |Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Nasional

5) [Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha

Tingkat Nasional
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6) [Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan
metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku

usaha
Tingkat Nasional
e. |Menjadi intermedier pada kegiatan :
1) |Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Nasional
2) |Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Nasional
3) |Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Nasional
4} {Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Tingkat Nasional
5) |Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku
usaha
Tingkat Nasional
6) 1Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan
metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku
usaha
Tingkat Nasional
f. [Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan
g. |Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :
1) Radio
2) Televist
3. |Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik
penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha
bidang perikanan
a. |Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok
dengan swasta
b [Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi
Tingkat Nasional
. |Melakukan penitaian perlombaan usaha perikanan antar
kelembagaan kelompok/asosiasi
Tingkat Nasional
d. {Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan
4. |Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan
Evaluast umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan
perikanan
. |Evaluasi gan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

a. [Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
[ Tingkat Nasional

b. |Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan
Tingkat Nasional

1) sebagai penvaji

2) sebagai pembahas

3) sebagai narasumber
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. |Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

a. |Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan
penyuluhan perikanan

b. |Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi
dampak penyuluhan perikanan

Tingkat Nasional

¢. |Mendiskusikan kensep hasil evaluasi_dampak penyuluhan
perikanan

Tingkat Naslonal

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

¢) sebagai narasumber

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan
pembangunan perikanan

Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang
terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan

PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

A,

Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
penyuluhzn perikanan

Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
penyuluhan perikanan

. |Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis

penyuluhan perikanan

Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan

Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan
penyujuhan perikanan yang bersifat penyempurnaan

Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah
kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
penyempurnaan

Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kafian arah
kebijakan pengembangan penyuiuhan perikanan yang bersifat
penyempurnaan

Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan
penyuluhan perlkanan yang bersifat pembaharuan

Menganalis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan
pengembangan penyuluhan perikanan yang berslfat pembaharuan

Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perlkanan

1.

Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan

2. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan

4.

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Penyusunan karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan

1.

Menyusun karya tulis/karya iimtah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil
kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang
diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

Menyusun karya tulis/karya iimiah dibidang perikanan hasil
tinjauan/ulasan iimiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku




" UNSUR YANG DINILAI

__TIMPENILAL

 UNSUR, SUB UNSUR:D)

LAMA | BARU | JUMLAH

4, |Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hastl
tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

5. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan iimiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

6. |Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasit
gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

7. |Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang
disebarluaskan melalui media massa

B. |Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibldang perikanan

1. {Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional

2. | Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

3. [Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakul cleh
instansi berwenang

4. {Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

5. |Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

C. |Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan
tutorial profes!

1. |Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutorial profes

2, [Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah
jenjang jabatannya dan tutorial profesi

3. |Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan
dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA{1S/D 4)
I1. JUNSUR PENUNJANG

5. |PENUNJANG PENYULUHAN
A. |Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan

1. |Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

2. |Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

B. |Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

1. {Tingkat Nasional

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

c) Sebagai Peserta

2. |Tingkat Provinsi

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta

3. |Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran

b) Sebagai Pembahas/Moderator

¢) Sebagai Peserta




Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan

1.

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

2.

Sebagai Anggota Tim Penilai

D. |Penghargaan/tanda jasa

1.

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

a) Tingkat Nasional

b) Tingkat Provinsi

c) Tingkat Kabupaten/Kota

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

a) 10 tahun

b) 20 tahun

¢) 30 tahun

E. |Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

1.

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

2,

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

3.

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

F. |Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

1.

Doktor

2.

Magister

3.

Sarjana

JUMLAH UNSUR PENUNJANG




Butir Keglatan jenj‘ang jabatan di atas/di bawah
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pemyataan mefakukan kegiatan .......

;3. Surat pernyataan melakukan kegiatén .......

("4, Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
S. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya ‘

4, dan seterusnya

{nama pejabat pengusul )

NIP.

4. dan seterusnya

(Nama Penilai II)

NIP.

4, dan seterusnya

Ketua Tim Penitai,

(Nama)

NIP.
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CONTOH LAMPIRAN IIT :  PERATURAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERIKANAN NOMOR :  PB. 01/MEN/2009

NOMOR ! 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI2009

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama OO PP PO
NIP PO
Pangkat/golongan ruang LT PSP PPP
Jabatan SO PRI
Unit kerja © leeessesesesssssasiassnsnsssenersinttetnase Ebare s shens e by enns e nranrae

Menyatakan bahwa:

Nama TP
NIP e ebreesieesbeneserercraeerernenitTaSeie R SRR e R e R AR RS e nanEen e es
Pangkat/golongan ruang/TMT U PN
Jabatan i s s
Unit kerja TSRO PP ST

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluh perikanan sebagai berikut :

Jumiah
Uraian Kegiatan Tanggal Volume Angka K%ﬁ:;r;%?:/
| Keglatan

o
i lwio|=
ﬂ. . - . -

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

------------------------- grestaersnescnt it stanaannnnrEs

Atasan Langsung

NIP.
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CONTCH : LAMPIRAN IV :  PERATURAN BERSAMA ‘
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PERSIAPAN PENYULUHAN PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PB. D1/MEN/2009
NOMOR ¢ 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP s e st e
Pangkat/golongan ruang/TMT . e e e s e
Jabatan

Unit kerja

...........................................................................

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Menyatakan bahwa:

NBMB e e e e e e e e
NIP e e s
Pangkat/golongan ruang/TMT ... i seseceecs
Jabatan T
Unitkerja = sssonsssienaonnesnemessise e s
Telah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan Perikanan sebagai berikut :
Satuan 3‘;’;:?‘2 Angka J:rr‘glz: Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal |  Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik
1,
2,
3.
4,
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

------------------------- P LR TR TP P T TR P LT Y

Atasan langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN V :  PERATURAN BERSAMA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
‘ NOMOR 1 PB. 01/MEN/2009
NOMOR ¢ 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PSP
NIP LU
Pangkat/golongan ruang/TMT e b et eI LA e b r e e s e smare e sere e s anee kb e e sentneansrrbne s
Jabatan L, Eetbetn b et Te e ie s a bt te e n s er e v st tean o sennran
Unit kerja L b e arenr e et b e e b e e r e e e ae et e e e e beonata e e e aeaaanaaaas
Menyatakan bahwa:
Nama PP PP ORPPRP
NIP Lrtreeerer ey s e e R et e s ta e s e ey ar e e S L s e L e te e v Rn e s
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e R s
Jabatan ' PP PO PP PTUPPT
Unit kerja L PSPPSR

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan sebagal berlkut :

Jumiah
Angka Keterangan/

buktl fislk

Jumlah -
Angka
Volume | e

Keglatan Kredit

Uralan Kegiatan- Tanggai

[« 3
B W -
[N bl B Bt

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

R PR PR T ST I AT

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERTIKANAN DAN
KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENYULUHAN PERIKANAN NOMOR  : PB. 01/MEN/2009
‘ NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e IS e bn e e rra et e senanan s
NIP e hete i et e i aerereet s et e RatEate et e e R Eareess o abannes
Pangkat/golongan ruang/TMT i i B et rane e arar s et s e arraanreasaeeenss
Jabatan H U ST
Unit kerja P

Menyatakan bahwa:

Nama T T TN
NIP et e s s e e e ey e
Pangkat/golongan ruang/TMT LR e s e e
Jabatan e e e e s s
Unit kerja e e e s

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

Jumiah Jumlah |

| . 3 Satuan Angka Keterangan/
No  Uralan Kegiatan Tanggal | “ gl ;;T;- Kredit Q:‘g;? bukti fisik
1.
2
3.
4,
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... Fetenr et nnsonvTnun s aNnEaaans

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  : PB. 01/MEN/2009

NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PP PP e
NIP rreeerreen e e rreerieereres e v ar e ne s e nr e s ane
Pangkat/golongan ruang/TMT LiteessieerenrereesereerentessreansretnrantisreetniestibbtsvIEREEEeresrannn
Jabatan reereerteeneieens ererrrEeereTE e e e are st e s e aas e nre na s
Unit kerja Tl B PPV ST PP PP

Menyatakan bahwa:

Nama S ereerisaeestt Rt e erarrrrereare et e et aetrarie s e e e e ae e R eSO Ee T Ee R RS ROt e .
NIP Lo tteriseenseniantnnrrrer e e areasetaarete enednt e e gL RO E O e R ue e
Pangkat/golongan ruang/TMT Lottt treeeereerente b eete et E RS S EeEE s a s se s e s reerear
Jabatan Terrrenee Netriereserserenertsenerreranentrrnatebee bt e R TR R e e et R
Unit kerja . e TN

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :

Jumlah
Satuan Angka
Hagll | Yolume | o | Andka

Regiatan

Keterangan/

No Uraian Kegiatan Tanggal bukti fisik

ol afwlvl-

Q.
wn
-r

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LI LRI RN TR TR YT} IR T YL T TR TR T RN L] Wersesatsennen

Atasan Langsung

NIP,
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CONTOH : LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA BADAN KEPEGAWALAN NEGARA

NOMOR  : PB. 01/MEN/2009
NOMOR @ 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESY

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama EE e E S e Eee e N RN E O G RO RSN F YR eSS RO AR e e
NIP e NI IS B e bbb bnee ved s sanaeebaees sesessasseensstntssanssninssnes
Pangkat/golongan ruang/TMT e e bt ne s
Jabatan PPN PO OPPROT
Unit kerja T erer s er e eyt er ey r e r Lo b tn

Menyatakan bahwa:

Nama ‘ e eI e terrrrra e e e b e ar e reassan renre e rreraans
NIP L eee et eer e AL SN b are e reans
Pangkat/golongan ruang/TMT L LN ATyt b rebbeeeard 888 E0 TS b Eaneneenearanesenneananveres
Jabatan e EehEeaEe e e re e oere e aEe et trearans v erateat anentebe
Unit kerja e e AR Re e beaEe vrerrEE e R e e e rs e s v s EeaE e tratebes

Telah melakukan kegiatan evarluasl dan pelaporan sebagal berikut :

Jumlah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
No Uralan Kegiatan Tanggal Hasll I:;Taen Kredit Angka bukt! fislk

1
2!

3!
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mestinya.

......................... et tes et stanarantivsetnaT T

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PENUNIANG TUGAS PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  : PB.01/MEN/2009
NOMOR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MET 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUH PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PSP P PP P PP
NIP e eeearrrer e e atste et e ERERSEE I SRR SRSy see s s en R et R e e n
Pangkat/golongan ruang/TMT L enereteererrerartetreoeriiatiateeytineterenteraer et baetEERasaE SR a0 eae s
Jabatan SoerrertrereeeeereraraenansirestttEEEbaeesentiEtaE e eebebe et annnhns
Unit kerja L evtrreannresraenetesierithesnane e ent treenat berttIsteterar e ra e e v s

Menyatakan bahwa:

Nama OO ST
NIP OO UU PO TU TP
Pangkat/golongan ruang/TMT U PR
Jabatan Litternreeteer s rnertare s e rendr e s i s reer AR SRR SR A s e R R R 0a nnans
Unit kerja PR |

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Penyuluh Perikanan sebagal berikut :

Satuan Jumiah Angka Jumiah Keterangan/

No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume | Angka e
Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik

TSk

1.
2.
3,
4,
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

------------------------- FREEIS IR ATS IR NG R Easuey

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA

PENETAPAN ANGKA KREDIT ‘ MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA -
NOMOR : PB. 01/MEN/2009 ‘
NOMOR . 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2008

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor :
Instanst @ cinvevvinnimisniemieen, Masa penilalan @ ..., S/ e,
I | KETERANGAN PERORANGAN
1 INama
2 |NIP
3 | Nomor Serl KARPEG
4 | Pangkat / Golongan Ruang / TMT
§ | Tempat dan Tanggal Lahir
6 | Jenis Kelamin
‘ 7 | Pendidikan Tertinggi
\ 8 | Jabatan Fungsional / TMT
. Lama
: 9 | Masa Kerja golongan- Bar

10 | Unit kerja
" PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 | UNSUR UTAMA

A | 1) Pendidikan Formal

2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)

3) Diklat Prajabatan
Kegiatan persiapan Penyuluh Perlkanan

Pelaksanaan Penyuluh Perikanan

Evaluasi dan Pelaporan

m|OoOilo e

Pengembangan penyuluhan perikanan

F | Pengembangan profesi

Jumiah Unsur Utama
2 | UNSUR PENUNJANG PENYULUH PERIKANAN
- Penunjang tugas Penyuluh Perikanan

Jumtah Unsur Penunjang
Jumiah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

III | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN.......... wsenens | PANGKAT cossennnacinn | TMT e

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : : ~ Ottetapkan dl
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN padatanggal ...

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

2. Pimpinan Unit Kerja \I/ang bersangkutan;

3. Sekretarls Tim Penilal yang bersang;utan; _
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

" NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN XI: PERATURAN BERSAMA :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENYULUH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERIKANAN NOMOR "~ PB. 01/MEN/2009
NOMOR 14 TAHUN 2009
TANGGAL 7 MEI 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :..cciiiineiienininsessssvnsss .
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang a. bahwa sebagal pelaksanaan dari Pasal .....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan
Angka Kreditnya, dipandang peru untuk mengangkat Saudara..............ccceeeeveeeerenens dalam
jabatan Penyuluh PerKanan ........ceiviimirensronconenmennesseennes ;
D, e e g e EE e oot e raa et e reen e e eban ret e by nrpen raa H
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kall diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perlkanan dan Kepala Badan Kepegawalan Negara
Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA 1 Terhitung MUlai taNGGaL c.viie + veees v b e eeeees
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
8. NaMA e e e enes
b, NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT 1 i s esenens
d.oUnitkerfa e
dalam jabatan........c..cocovveevn e e dengan angka kredit sebesar ........ { v, )
KEDUA L ) L b bttt h et et net b reset et s Retna s st eran s eentrene
KETIGA DO T et e e n e eSS e b st bR ese e e nr e rer et sbebes '
KEEMPAT ! Apabila kemudian harl ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahul dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.........ooivveiveinininniinincee
pada Tanggal ......c.covivvveirmencceennes
NIP.
TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Reglonal BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Baglan Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

Yang bersangkutan; *)
Pejabat instansi fain yang berkepentingan,

o

*} Coret yang tidak perlu.
**) Dilsi apablla ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/ MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
PERPINDAMAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN PENYULUH PERIKANAN NOMOR : PB.O1/MEN/2009
NOMOR 1 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.icnnmmamnnemminnsnnieniiinmecneseieas
TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang a. bahwa sebagal pelaksanaan darl Pasal ....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan' dan
Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara.............oveeiieerenenss dalam jabatan
Penyuluh Perikanan ......uvvvnoniins ;
D e e e A1 bt e e R bbb ae e e Ee s eee s antenrenseserneone
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
| 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
‘ 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala- Badan Kepegawalan Negara
Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan .
PERTAMA Terhltung  mulal  taNEGal i e mengangkat
Pegawal Negeri Sipil :
a. Nama T S TPRN
b. NIP D e s eere e re s e e an
c. Pangkat/golongan ruang/TMT e e
doUnitkerja o e e
dalam fabatan .........ccoveinenninnenn dengan angka kredit sebesar .................. (T )
KEDUA B ettt r e 10100800100 R e ae s et s ae b bt de e e et e b eeae b e er et se et aene st s et
KETIGA il T P P O TP
KEEMPAT Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekellruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagalmana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dl........c.coceriicovvereesvnnvesrsnnnenns
pada tanggal .....c.coiiiminiiri s e
NIP.
TEMBUSAN ;

1. Menterl Kelautan dan Perikanan;

2. Kepala Badan Kepegawalan Negara/Kantor Reglonal BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepa'a BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Baglan Kepegawalan
Instansi yang bersangkutan;*)

4, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepaia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)

6. Pejabat instansl laln yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak periu.
**} Dils apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,
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CONTOH : LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
SURAT PERINGATAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 PB, 01/MEN/2009
NOMOR ¢ 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERINGATAN
Nomor :

DARI RIS

KEPADA YTH. TP

ALAMAT OOV TP PP PP PRSPPI

TANGGAL L TSN

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama N TP PSP TP SPP PP
NIP © e eererersrereerienErETesEIENRE ot e NEsoNRE e nreeteebeeren s e O AR E SRR L AT LRSS O RO RO R AT S h e ae s s Ra s
PANGKAt/GOL FUBNG  © it s s e e e £ eSS BBk
Jabatan o ittrreteressseesserseenthesshbEeaEeEt et e Ne R abesrnere hetebeeEE SO REERS SO RS SIS SRR RO EER IR SRy a e e RS
Unit ketja L e etereerenshisseehsEereeEerre LI EE ot veas bee s bebneeres beaete s e EE AL IR EE SO SR S b e e
sampal dengan tanggal Surat Peringatan ini  sudah ... tahun  menduduki
jabatan.........oiie. tetapl belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
sejumlah........ccoi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Normor
PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perlkanan dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Bersama Menterl Kelautan dan Perlkanan dan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor
PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2005 diminta agar Saudara dapat memenuhl ketentuan angka
kredit yang dipersyaratkan,

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dl atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
Jabatan Penyuluh Perikanan.

Demikian untuk dimakiumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ¢ ...
pada tanggal @ ... e

NIP

Tembusan :

S

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
Pimpinan unit kerja Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

Pejabat fain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI MENTER] KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMCR : PB.01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : .ciivimnainmenseresianiens “ror
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang i 8 bahwa Saudara ... NIP ..ovimirrinrannns Jabatan......coiine pangkat/gelongan

[T 1T R terhitung mulal tanggal .................. berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang Nomor ... tanggal ........ccecrveeenrennn ;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawal Negeri Sipil
dalam jabatan Penyuluh Perikanan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawal Negeri
Sipll yang bersangkutan dari jabatan Penyulub Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kall diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Normor : PER/19/M.PAN/10/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perlkanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA i Terhitung mulai tanggal ...,
Penyuluh Perikanan :
a. Nama
b. NIP
¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja :
KEDUA TN
KETIGA :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeti Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di e
pada tanggal D
NIP
TEMBUSAN :
1. Mentert Kelautan dan Perlkanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)
S. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Dlisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA o
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN ‘ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALT DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagal pe!aksanaan dari Pasal .....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan
Angka Kred|tnya, dipandang perlu untuk mengangkat kemball Saudara ...........ccornneen, dalam
jabatan Penyuluh Perikanan ............. ;
B e eSS a e e e T ATy LT e Re T TR e Tt
Mengingat v 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1394;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009,

Lad

awrw

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ....... « veee e
Mengangkat kemball Pegawai Negeri Supll
SNama e
. NIP e e e eae
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e
. Unit kerja O SO PPTS
Dalam jabatan ..........coocoiniinninnnnin, dengan angka kredit sebesar ...............coeves | PP ).

KEDUA L i e e
KETIGA L e

KEEMPAT t Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbalkan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

anom

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....cooveiinne i
pada tanggal ..o

NIP

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Birc/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*)  Coret yang tidak perlu.
**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :  PB. 01/MEN/2009
NOMCR  : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2008
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : ..covveniccisnicaiesrnannnna
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH PERIKANAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN :

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*).
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kradit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

owVmbwmne

TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT

MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

a. bahwa Saudara ...........ccccoeeven NIP oo, jabatan........................ pangkat/golongan‘ruang
............................. terhitung mulai tanggal ............. berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor ... tanggal ... telah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam Jangka waktu 1 {(satu)
tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

dalam jabatan Penyuluh Perikanan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Penyuluh Perikanan.

1. lUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1959;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali dlubah terakhlr
dengan Peraturan Pemerintah Normor 8 Tahun 2009; :

Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ;: PER/19/M.PAN/10/2008;
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan-Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Nowaw N

Terhitung mulai tanggal ..........c.ccccoe e memberhentikan dengan hormat dari jabatan
Penyuluh Perikanan :

a. Nama

b. NIP

¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

lklk)

...........................................................................
..........................................................................
.........................................................................

.........................................................................

Apablla kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Ini, akan dladakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di .............c.ccoocerrcee e s
pada tanggal ... s

NIP

*}  Coret yang tidak periu.
*==) Diisi apablla ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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: PERATURAN BERSAMA
MENTERIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAMPIRAN XVII

NOMOR : PB.01/MEN/2005
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONAL ....ccoricrarsemmsnsassmsasssissasssonessssss TERAMPIL KE AHLI

NOI‘I‘IOl‘ T P LI T T L Tt T ST r T I L I I LI LT YT ITTTT YT

Instansi

..............................

Masa Penilaian :

....................................

I |KETERANGAN PERORANGAN

[y

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Pangkat/Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Fungsional/TMT

wloiN]vjun | b jwin

Unit Kerja

II |PENETAPAN ANGKA KREDIT

PER-

LAMA PINDAHAN

BARU | JUMLAH

1 |UNSUR UTAMA

A 1) Pendidikan formal

2) Pendldikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)

B_|Tugas pokok

C_|Pengembangan Profesi

Jumiah unsur utama

2 |UNSUR PENUNJANG PENYULUH PERIKANAN

Penunjang tugas ..................

Jumiah unsur penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

11X |Dapat dipertimbangkan untuk diallhkan dari jabatan fungsional ........ Terampil jenjang...........
................. , Ahli jenjang ............pangkat ......gol.ruang.......... dengan angka kredit ...l

pangkat ....... gol.ruang...... ke

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
1 Kepala BKN/Kantor Regiona BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada :
1.
2.

3.

4,

dst

Ditetapkan di .......ccocorininnnnns
pada tanggal .........ceovveierenn

Pejabat yang berwenang Menetapkan
Angka Kredit

nama lengkap
NIP.
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CONTCH : LAMPIRAN XVIII :  PERATURAN BERSAMA
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
JABATAN PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
"KREDITNYA NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL  ; 7 MEIL 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR iiiiiiennerneersenes R, .
TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara .............. NIP oviiieenees dengan Keputusan ............. Nomor: ......... ,
tanggal .......cccoeeriiiene terhitung mulai tanggal ................ telah ditugaskan melakukan
KeGiatan ......occ PAOB oovivrvrcevriericcrievmsssseesinnesssessssteerersssesssas ; .

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/19/M.PAN/10/2008, dipandang periu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan
dan angka kredit Penyuluh Perikanan;

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; -
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/ 10/2008;
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

oua

Menetapkan :
PERTAMA 1 Terhitung Mulai tanggal ....... . .ot v e e e s reraan
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama H PP RPN
b. NIP D ovvrerenisessirnnnns Cereteerreerresesenresnannrans
. Pangkat/golongan ruang/TMT PO
d. Unit kerja T et reneasran
Dalam jabatan .......ccoiive e, dengan angka kredit sebesar .........c..occeeviveniirenr oo

[e]

KEDUA § K)ot et eeet e aa et s e ser et s s eeesee s
KETIGA ©REY e s b st s et st st et ea s et ba et eebe e

KEEMPAT ! Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. :

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di........c.ccceeiiiinnnioriennnnne
pada tanggal ........ceeevrnenirinnnn, rrrmrerenaaaes

NIP

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*}
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*)  Coret yang tidak perlu,
**) Diisi apabita ada penambahan diktum yang dianggap petlu.



